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BAB V 

Penutup 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, berikut ini dikemukakan 

beberapa kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Tidak ada satupun pasal yang menjelaskan secara rinci mengenai 

ukuran, batasan, kriteria yang termasuk ke dalam penodaan agama. 

Dengan tidak adanya ukuran, batasan, dan kriteria yang termasuk ke 

dalam penodaan agama maka dapat menimbulkan ketidakpastian 

hukum, karena aturan tentang penodaan agama dapat ditafsirkan oleh 

banyak orang dengan tafsiran yang berbeda-beda (multitafsir). Orang 

atau kelompok tertentu dapat menganggap bahwa suatu perbuatan 

termasuk ke dalam penodaan agama, tetapi orang atau kelompok yang 

lain menganggap bahwa suatu perbuatan tersebut bukan merupakan 

suatu penodaan agama. Dengan adanya ketidakpastian ini maka dapat 

menimbulkan konflik di dalam masyarakat.  

Delik penodaan agama harus sesuai dengan asas legalitas, sesuai dengan 

adagium nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali agar 

tercipta kepastian hukum. Salah satu makna asas legalitas adalah lex 

certa yang artinya bahwa rumusan ketentuan hukum pidana harus jelas. 

Dengan uraian di atas terlihat bahwa rumusan ketentuan mengenai 

penodaan agama tidak jelas karena tidak dirumuskan mengenai ukuran, 

batasan, dan kriteria yang termasuk ke dalam delik penodaan agama 

maka rumusan ketentuan delik penodaan agama tidak memenuhi asas 

legalitas (lex certa) akibatnya adalah ketentuan rumusan delik penodaan 

agama ini dapat menjadi pasal karet. Ketentuan delik penodaan agama 

dapat menyasar siapa saja yang diduga melakukan penodaan agama 

apabila tidak memenuhi asas legalitas (lex certa).  
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2. Pengaturan mengenai delik penodaan agama yang di atur di dalam 

KUHP maupun yang terdapat diluar KUHP masih tetap diperlukan 

namun harus dilakukan revisi terhadap ketentuan-ketentuan delik 

penodaan agama tersebut. Revisi yang perlu dilakukan mencakup 

substansi yang memberikan penjelasan secara lengkap mengenai 

penodaan agama, karena rumusan pengaturan mengenai delik penodaan 

agama yang sekarang telah ada tidka menjelaskan mengenai delik 

penodaan agama tersebut dan aturan mengenai penodaan agama yang 

berlaku saat ini lebih melindungi agama. Hukum pidana seharusnya 

tidak mengatur mengenai agama itu sendiri, karena agama muncul 

karena proses pewahyuan maka agama tidak perlu dilakukan 

perlindungan, dan sifat dari agama adalah absolut. Pengaturan 

mengenai delik agama dirasa kurang tepat karena dengan adanya delik 

agama tersebut  para pemeluk agama tidak dilindungi, yang dilindungi 

hanyalah agamanya. Seharusnya yang dilindungi dari aturan agama 

tersebut adalah para pemeluk agamanya karena jika mengatur mengenai 

delik agama ukurannya sulit ditentukan, karena bersifat absolut dan 

subjektif. Hukum pidana mengandung asas legalitas yang berkaitan erat 

dengan kepastian hukum. Jika aturan mengenai penodaan agama 

dihapuskan maka akan terjadi kekosongan hukum maka dari itu aturan 

mengenai penodaan agama ini masih perlu ada hanya saja masih perlu 

dilakukan revisi.  

Seharusnya di hadapan Tuhan setiap orang boleh memercayai hal yang 

ia yakini. Bukan wewenang negara untuk menentukan suatu agama 

menyimpang atau tidak dan mengajari suatu hal yang berbeda dari 

pemahaman mayoritas pemeluk suatu agama, bukanlah suatu penodaan. 

Sebab, dalam suatu agama terdapat banyak perbedaan tafsir. Kiranya 

salah jika, Negara mengatakan beberapa kelompok menyimpang karena 

bukan negara atau Kementerian Agama yang menentukan suatu ajaran 
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benar, melainkan hanya Tuhan yang mampu menentukan hal tersebut 

benar atau tidak.  Oleh karena itu, aturan mengenai penodaan agama 

seharuskan mengatur mengenai perilaku manusia guna melindungi 

manusia itu sendiri. Bukan mengatur mengenai agama yang lebih 

melindungi agama, sebab agama tidak perlu dilindungi oleh siapapun. 

Jadi pasal 156a KUHP dan Penetapan Presiden Indonesia Nomor 

1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 

Penodaan Agama masih perlu berlaku hanya saja perlu di lakukan revisi 

karena  jika tidak dilakukan revisi dikhawatirkan pasal tersebut dapat 

menjadi pasal karet yang dapat menyasar siapa saja yang di duga 

melakukan penodaan agama. Ketentuan yang multitafsir dapat 

digunakan sebagai alat oleh kaum mayoritas untuk menindas kaum 

minoritas.  

 

B. Saran 

 

Dalam menangani kasus penodaan agama, penulis menyampaikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pengaturan mengenai tindak pidana terhadap agama diatur 

hanya di dalam satu norma yaitu dalam kitab hukum pidana (KUHP). 

Agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang mengatur mengenai 

tindak pidana terhadap agama. 

2. Perlu dilakukan revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama, baik 

dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi 

agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak 

menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik. Dalam revisi 

terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama perlu di jelaskan apa yang 
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dimaksud dengan penodaan agama agar kata-kata penodaan agama ini 

tidak memiliki penafsiran yang berbeda-beda (multitafsir).  

Penodaan agama dapat diartikan sebagai perbuatan yang dengan 

sengaja dilakukan secara berulang setelah mendapatkan peringatan dari 

Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri 

Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia. Hal penting yang 

harus diatur dalam tindak pidana penodaan agama adalah menerima 

akan perbedaan yang ada di dalam masyarakat, bukan berarti beda 

agama atau beda penafsiran merupakan penodaan agama, maka 

diperlukan toleransi antar masyarakat terhadap perbedaan yang ada. 
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